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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah

untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode

penelitian kepustakaan, deskriptif, komparatif, dan dengan metode pengolahan data secara kualitatif.

Diadopsinya MK dan perubahan dalam kedudukan dan kewenangan MPR dalam perubahan UUD NRI

Tahun 1945 pada akhirnya merubah konsep pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan

UUD NRI Tahun 1945 sesudah perubahan, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya

semata merupakan proses politik, yaitu proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR. Akan tetapi,

juga harus melalui proses hukum di MK. Kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Presiden adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

atau perbuatan tercela; dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan kewenangan MPR adalah memutus diberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil

Presiden dalam masa jabatannya atas usul pemberhentian oleh DPR dimana sebelumnya MK telah memutus

untuk membenarkan pendapat DPR.

......This research examines about analysis of the Constitutional Court’s and the National Assembly’s

authorities in impeachment of President and/or Vice President. The research intends to know, based on

analysis, impeachment President and/or Vice President, especially about the Constitutional Court’s and

National Assembly’s authorities. The methods of research used are of literature research, descriptive,

comparative, and qualitative data processing. The Constitutional Court existence and change of the National

Assembly’s position and authority in the amandement of the Constitution of The Republic of Indonesia 1945

finally become different concept of impeachment of Presiden and/or Vice President. Based on the

Constitution of the Republic of Indonesia 1945 after amandement, impeachment of Presiden and/of Vice

President is not only a political process, that is mechanism in the House of Representative (Dewan

Perwakilan Rakyat) and the National Assembly. But also a proceeding process in the Constitutional Court.

The Constitutional Court’s authority in impeachment of President and/or Vice President decides motion of

the House of Representative that President and/or Vice President have done violation of treason, corruption,

bribery, other high crime, or misdemeanor; and/or have not qualification any more as a Presiden and/or Vice

President. While the National Assembly’s authority decides remove from office or not President and/or Vice

President for motion of the House of Representative, after the Constitutional Court decided for verify

motion of the House of Representative.
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